BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ?-BTAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN Il PERATURAN BUFATI BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN
2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KAEUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Anggaran dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun
Anggeran 2008

hahwa berdasarkan Fasal 160 Peraturan Menten Dalam Megeri
Nomor 13 Tahun 2008 tenlang Fengelolaan Keuangan Daerah,
pergeseran anggaran berupa pergaesaran antar rincian Obyek
dalam cobyek berkenaan dan antar cbyek belanja dalam jenis
belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran dan Belania Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2008,

hahwa berdasarkan pertimhangan sehagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraluran Bupati tentang
Perubahan Atas Lampoiran || Peraturan Bupati Banyumas Nomar
2 Tahun 200€ Tentang FPenjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas | ahun Anggaran 2008,

Undang-Undang Nomaor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daereh-daerah Kabupeten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tsntang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Megara Republix Indonesia Tahun 1985
Nomocr 68, Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor
3312) szbagaimars telah diubah dengan Undang-Undang Nomar



10.

11

12 Tanun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Namor 62, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3568} ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1897 lentang Fajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembararn MNegara Republik Indonesia lahun
1907 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telanh diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048) ;

Lindang-lindang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanan dan Banguran (Lembaran Megara Republik Indcnesia
Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688)

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peryelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepctisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomar 3851) |

Undang Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momcr £286) |

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor
5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 .

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerixsaan
Pengelolaan dan Tanggungjawad Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomcor €€, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; "

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Biatérn
Perencanaan Pembangunan Nasicnal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomar 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421) ; !

Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintanan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimara telah
diubah beberapa kali teigkhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Momor 32 Tahun 2004 tertang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indoresia Tahun 2008 Nomer £9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4844) |

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Ferimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indcresia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) |



12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

18.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
185, Tambanan lembaran Neugara Republik Indonesia Nomor
4593).

Paraturan Pemerintah Nomar 65 Tahun 2001 tentang Pajax Dazrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomar 118,
Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4138) |

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daereh (Lembaran Negara Republk Indonesa Tahun 2001 Nomor
119, Tamhahan Lembaian Negara Republik Indenesia Nomor
4128);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomar
4476) sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2005 Momcr 04, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4540 ;

Peraturan Pemerintah Nomar 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502

Paraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintan Nomur 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomior
138, Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomaor
4574), -

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Nsgara Republik Indonesia Tahun' 2005
Momer 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 457T5);

Peraturan Pemerintah Nomecr 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4576) |



Menetapkan

21.

22.

23.

24,

25,

6o

28,

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomar 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 45775

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeclaan
Keuangan Daerah (_embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomar 140, Tambahan Lemberan Negara Republik Incdonesia
Momor 4578 ;|

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tanun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan  Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) .

Peraturan Pemerintah Nemor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinarja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republix Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeslolaan Keuangan Daeran |

o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 30 Tahun 2007 teniang

Pedoman Penyusunan APED Tahun 2008 |

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi
Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 4 SeriE) ;

Peraturan Daecrah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E).
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyummas Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri A).

Peraturan RBupati Banyumas Nomor 2  tahun 2008 tentang
Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2008 Noamar 1 Seri A) '

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI  BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2008
[ENTANG PENJABARAN ANCGARAN PENDAPATAN  DAN
BELAMJA DAERAH

KAEUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006



Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Lampiran || Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan can Belanja Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2008 diubah ssbagai mana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Bupati in

Pasal Il
Peraturan Bupat: ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setap orang mengetahuinya, mamerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
padatanggal 1 2 JUN 2008

BUPATI

Dundangkan di Purwakerio |
Pada Tanggal .....J..2.. JUN..2008 -

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

et .

I HM. SANTOSD, SH. M. Ham. -!
NIP: 010 183 839
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR . 24 J
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